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BUPATI LUWU TIMUR 

PROVlNSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR 

NOMOR 39 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU TIMUR, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan dan 
pengelolaan infonnasi publik di lingkungan Pemerintah 
Daerah, perlu mengatur pedoman dan pengelolaan 
layanan informasi dan dokumentasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud daJam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan 
Informasi dan Dokumentasi; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4270); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnfonnasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495);' 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undarig- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5149); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan 
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 157); 

9. Peraturan Kornisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Standar Layanan Informasi; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103). t 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEWLAAN 
DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

.-1 

l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Luwu Timur. 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Perda. 

9. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hale asal usu!, dan/ atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah 
kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan. 

11. Informasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan, dan tanda-tanda 
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non 
elektronik. 

12. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan 
pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi 
publik. 

13. lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan 
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau 
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta 
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. sJ 
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14. Badan Publik adalah Pemerintah daerah dan DPRD yang fungsi dan 
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang 
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian 
atau seluruh dananya bersumbcr dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri. 

15. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk 
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. 

16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat 
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, 
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, 
dan pelayanan infonnasi dan dokumcntasi di Pemerintahan Daerah, 
yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. 

17. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya 
disingkat PPID Utama adalah pejabat struktural yang membidangi tugas 
dan fungsi pelayanan inforrnasi dan dokumentasi dan/ atau kehumasan. 

18. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang 
selanjutnya disingkat PPID Pembantu adalah Pejabat Struktural yang 
bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, 
penyimpanan, pemeliharaan penyediaan, dsitribusi dan pelayanan 
informasi di lingkungan unit kerja. 

19. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama. 
20. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya 

disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan inforrnasi dan 
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 

21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 
serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses 
penyelenggaraan tugas-tugas PPID. 

22. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat 
DIOP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang 
seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah 
penguasaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tidak 
termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. 

23. Sistem lnformasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat 
SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi 
secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik. 

24. Sengketa lnforrnasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan 
Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna lnformasi 
Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan 
informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

25. Laporan Layanan lnformasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat 
LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis 
infonnasi dan dokwnentasi, pelaksanaan pelayanan infonnasi dan 
dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi. 

26. Ruang Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat 
RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan 
bcrbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk 
memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik. � 
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27. Pengguna Infonnasi Publik adalah orang yang menggunakan infonnasi 
publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

28. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau 
badan publik. 

29. Pemohon Infonnasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum 
Indonesia yang mengajukan pennintaan informasi publik sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, mcliputi: 
a. tujuan; 
b. prinsip pclayanan informasi publik; 
c. akses informasi publik; 
d. hak dan kewajiban; 
e. kelengkapan PPID; 
f. infonnasi; 

. I g. pennohonan infonnasi dan dokumcntasi; 
h. kcberatan dan sengketa informasi; 
i. pembiayaan; dan 
j. pelaporan. 

BAB III 

TUJUAN 
Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: 
a. mewujudkan penyclenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, 

efisien, dan akunta.bel serta dapat dipertanggungjawabkan; 
b. sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi oleh setiap Badan Publik di lingkungan Pemerintah 
Daerah; dan 

c. meningkatkan kualitas pelayanan lnfonnasi Publik sesuai dengan 
prinsip pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah disetiap Badan Publik di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

BABIV 

PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Pasal 4 

Prinsip dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik, sebagimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi: 
a. mudah, cepat, cermat, dan akurat yaitu setiap kegiatan dalam 

pemberian pelayanan Infonnasi Publik hams dilaksanakan tepat waktu, 
disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan mudah 
diakses; 

b. transparansi yaitu dalam pemberian pelayanan Informasi Publik hams 
dilaksanakan secara jelas dan terbuka; '/> 
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c. akuntabel yaitu dalam pemberian pelayanan Jnformasi Publik harus 
dapat dipertanggungjawabkan; dan 

d. proporsionalitas yaitu setiap kegiatan daJam pemberian pelayanan 
Jnformasi Publik harus diperhatikan keseimbangan antara hak dan 
kewajiban. 

BABV 

AKSES INFORMASI PUBLIK 

Pasal 5 

Akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, 
meliputi: 

a. Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan 
dapat diakses oleh setiap pcngguna Jnformasi Publik. 

b. Jnformasi Publik di lingkungkan Pemerintah Daerah dapat diperoleh 
pemohon Infonnasi Publik dengan cepat, tepat, waktu, biaya ringan, dan 
dapat diakses dengan mudah. 

c. Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Daerah 
adalah lnformasi Publik yang bersifat rahasia, ketat, dan terbatas sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas 
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada 
masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi 
Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada 
rnembukanya. 

BABVI 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 6 

Bagian kesatu 
Hak 

(1) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan Informasi dan 
Dokumentasi yang dikecualikan yang tidak sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan seperti : 

a. lnformasi dan Dokumentasi yang dapat membahayakan Negara; 
b. lnformasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan kepcntingan 

pcrlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; 
c. lnformasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; 
d. lnformasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; 

dan/atau 
e. Informasi dan Dokumentasi yang belum dikuasai atau 

didokumentasikan. 
(2) lnformasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (!) diajukan oleh PPID Pembantu kepada PPID Utama untuk 
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. t 
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Bagian Kedua 
Kcwajiban 

Pasal 7 
(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau 

menerbitkan lnformasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawab 
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang 
dikecualikan sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1), 
Pemerintahan Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem 
lnformasi dan Dokumcntasi yang dapat diakses dengan mudab. 

BAB VII 

KELENGKAPANPEJABATPENGELOLAINFORMASIDAN 
DOKUMENTASI 
Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 8 

(1) Pengelola pclayanan lnformasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh 
Pemerintahan Daerah melalui PPID. 

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melekat pada pejabat 
struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan lnformasi dan 
Dokumentasi dan/atau kehumasan yang bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerab. 

(3) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh PPID 
Pembantu yang berada di lingkup SKPD. 

(4) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(5) PPID Utama dilingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh PPID 
Pembantu yang berada dilingkup SKPD, Desa dan Kelurahan. 

(6) Ketentuan mengenai Pembentukan PPID Pembantu Desa dan Kelurahan 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Lurah. 

Bagian Kedua 
Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Utama 

Pasal 9 

PPID Utama memiliki kewenangan sebagai berikut: 

a. menolak memberikan Infonnasi dan Dokumentasi yang dikecualikan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. meminta dan memperoleh lnformasi dan Dokumentasi dari PPID 
Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya. 

c. mengoordinasikan pemberian pelayanan lnformasi dan Dokumentasi 
kepada PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; 

d. menentukan atau menetapkan suatu lnformasi dan Dokumentasi yang 
dapat diakses oleh publik; dan cf 
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e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk 
membuat, mengumpulkan, serta memelihara Informasi dan 
Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi. 

Pasal 10 

PPID Utama mempunyai tugas : 
a. merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan Informasi 

Publik pada Pemerintah Daerah; 
b. melaksanakan fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi oleh satuan 
kerja pengelola Informasi dan Dokumentasi pemerintah Daerah; 

c. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas 
Sumber Daya Manusia lnformasi Publik; 

d. melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelayanan Infonnasi 
Publik; 

e. Penyelesaian keberatan, advokasi dan sengketa infonnasi; 
f. menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan Dokurnentasi; 
g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan 

Infonnasi dan Dokumentasi dari PPID pembantu; 
h. melakukan verifikasi bahan lnformasi dan Dokumentasi Publik; 
1. melakukan uji konsekuensi atas Inforrnasi dan Dokumentasi yang 

dikecualikan; 
j. melakukan pemutakhiran lnfonnasi dan Dokurnentasi; dan 
k. mengesahkan Informasi dan Dokumentasi yang layak untuk 

dipublikasikan. 
Bagian Ketiga 

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Pembantu 

Pasal 11 

PPID Pembantu mempunyai tugas: 

a. membantu PPJD Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan 
kewenangannya; 

b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kapada PPID Utama 
dilakukan paling rendah 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; 

c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan 
Dokumentasi menjadi bahan infonnasi Publik pada masing-masing 
SKPD; 

d. menyediakan lnformasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup 
penguasaan SKPD; 

e. melayani permintaan informasi dan Dokumentasi publik kepada 
pemohon terhadap lnformasi yang tidak dikecualikan; 

f. melakukan pemutakhiran Informasi dan dokumentasi yang berada 
dalam lingkup penguasaan SKPD; dan 

g. rnengklasifikasikan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari 
lnformasi yang wajib disediakan dan diumum.kan secara berka.la, 
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang 
wajib tersedia setiap saat, dan Infonnasi yang dikecualikan. r.; 
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Pasal 12 

PPID pembantu pada Sekretariat DPRD mempunyai tugas untuk: 
a. menyampaikan, rnerninta, mengelola, menyimpan lnformasi dan 

Dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan 
b. mengoordinasik.an Informasi dan Dokurnentasi kepada DPRD untuk 

menetapkan informasi dan Dokumentasi yang dapat di di akses oleh 
publik. 

Bagian Keempat 
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi 

Pasal 13 

Untuk mendukung PPID dalam pelaksanaan layanan Informasi dan 
Dokumentasi di lengkapi PLID di lingkup Pemerintah Daerah yang terdiri 
dari: 

a. pernbina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati; 
b. pengarah, dijabat oleh Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID; 
c. tim pertimbangan, dijabat oleh Asisten Pemerintahan, Asisten 

Perekenomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Staf 
Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan 
Keuangan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah dan lnspektur ; 

d. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Bidang lnformasi dan Komunikasi 
Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 

e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat Eselon IV pada SKPD yang 
mengelola lnformasi dan Dokurnentaei; 

f. bidang Pendukung Sekretariat PLID Perangkat Daerah, d.ijabat oleh 
Kepala Seksi Kemitraan Media pada Dinas Komunikasi dan 
Infonnatika; 

g. bidang Pengolahan Data dan K.lasifikasi Informasi, dijabat oleh Kepala 
Seksi Pengelolaan Arsip dan Kepala Seksi Layanan Kearsipan pada 
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; 

h. bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, d.ijabat oleh Kepala 
Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika; 

1. bidang Fasilitasi Sengketa lnformasi, dijabat oleh Kepala Sub Bagian 
Kajian dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 
dan 

j. pejabat F'u.ngsional. 

Bagian Kelirna 
Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi 

Pasal 14 

(1) SOP PPID di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi: 

a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; 
b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; 
c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; 
d. SOP Penanganan Keberatan lnformasi Publik; dan 
e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi., 
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(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, 
Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keenam 

Ruang Pelayanan Inforrnasi dan Dokumentasi 

Pasal 15 

(1) RPID terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan 
sarana dan prasarana yang memadai. 

(2) RPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pejabat 
fungsional dan/atau perugas Informasi. 

BAB VIII 

INFORMASI 

Pasal 16 

Bagian Kesatu 
Pengklasifikasian Infonnasi 

(1) Pengklasiftkasian informasi, meliputi: 
a. dalam proses pengklasifikasian, infonnasi dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu inforrnasi dibuka untuk publik dan informasi yang 
d.ikecualikan; 

b. informasi yang dibuka untuk publik dikelompokkan berdasarkan 
subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan 
setiap SKPD, meliputi : 

1. Informasi yang bersifat berkala, yaitu informasi yang wajib 
disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi : 
a) profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur 

organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program 
kerja, dan sebagainya; 

b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja PD, Laporan 
Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya; 

c) informasi mengenai laporan keuangan; 
d) informasi lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan;dan 
e) infonnasi yang lebih detil atas pennintaan pemohon. 

2. Informasi yang wajib drumurnkan, yaitu informasi yang dapat 
mengancam hajat hidup orang banyak dan keterkaitan umum, 
meliputi: 
a) informasi mengenai bencana alam, seperti kekeringan, 

kebakaran hutan, hama penyakit tanaman, epidern.ik, wabah, 
kejadian luar biasa, kejadian antariksa, atau benda-benda 
angkasa; 

b) informasi mengenai tentang keadaan bencana non-alam 
seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, 
ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan 
keantariksaan; � 
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c) bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konRik sosial antar 
kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror; 

d) infonnasi tentang jenis, persebaran, dan daerah yang menjadi 
sumber penyakit yang berpotensi menular; 

e] informasi tentang racun pada bahan makanan yang 
dikonsumsi oleh masyarakat; dan/ atau 

I) hal lain yang mengancam hajat hidup orang banyak. 
3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi; 

a) daltar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah 
penguasaan Pemerintah Daerah, tidak tennasuk informasi 
yang dikecualikan; 

b) hasil keputusan Pemerintah Daerah atau badan publik dan 
latar belakang pertimbangannya; 

c) seluruh kebijakan yang ada, serta dokumen pendukungnya; 
d) rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan 

pengeluaran tahunan Pemerinta.h; 
e) perjanjian Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga; 
I) informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat 

Pemerintah Daerah dalam pertemuan yang terbuka untuk 
um um; 

g) prosedur kerja pegawai Pemerintah Daerah yang berkaitan 
dengan pelayanan masyarakat; dan/ atau 

h) laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik 
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

4. Informasi yang dikecualikan, dalam pengelompokan informasi 
yang dikecualikan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

pemohon lnformasi dapat menghambat proses penegak:an 
hukum, yaitu informasi yang dapat: 

1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu 
tindak pidana; 

2) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, 
dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 

3) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana- 
rencana yang penanganan segala bentuk kejahatan trans- 
nasional; 

4) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak 
hukum dan/atau keluarganya dan/atau; 

5) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau 
prasarana penegak hukum. 

b) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
pemohon lnformasi dapat menganggu kepentingan 
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan 
dari persaingan usaha tidak sehat; 'I 
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c) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
pemohon lnformasi dapat membahayakan pertahanan dan 
keamanan Negara, meliputi: 

1) lnformasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan 
teknik yang berkaitan dcngan penyclenggaraan system 
pertahanan dan keamanan Negara, meliputi tahap 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau 
cvaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan 
luar negeri; 

2) dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, 
teknik, dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
sistem pertahanan dan keamanan Negara yang meliputi 
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau 
evaluasi; 

3) jumlah, komposisi, 
dan kemarnpuan 
pertahanan dan 
pengembangannya; 

4) gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan, 
dan/ atau instalasi militer; 

5) data perkiraan kemampuan rniliter dan pertahanan 
Negara lain terbatas pada segala tindakan dan/ atau 
indikasi Negara tersebut yang dapat membahayakan 
kedaulatan Negara dan/ a tau data terkait kerjasama 
militer dengan Negara lain yang disepakati dalam 
perjanjian tcrsebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 

6) sistem persandian Negara; dan/atau 
7) sistem Intelijen Negara. 

d) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
pemohon Informasi dapat mengungkapkan kckayaan alam 
Indonesia; 

e) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
pemohon Informasi dapat merugikan ketahanan ekonomi 
nasional, meliputi: 

1) rencana awal pembelian dan peajualan mata uang 
nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara; 

2) rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan 
model operasi institusi keuangan; 

3) rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman 
Pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan 
Negara/Daerah lainnya; 

4) rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau 
properti; 

S} rencana awal investasi asing; 
6) proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau 

lembaga keuangan lainnya; dan/ a tau 
7) hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang., 
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f) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
pemohon Informasi dapat merugikan kepentingan hubungan 
luar negeri, meliputi; 
1. posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan telah 

diambil oleh Negara dalam hubungannya dengan negosiasi 
intemasional; 

2. korespondensi diplomatik antar negara; 
3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan 

dalam menjalankan hubungan internasional; dan/ atau 
4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis 

Indonesia di luar negeri. 
g) informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan 

isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan berakhir 
ataupun wasiat seseorang; 

h) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
pemohon lnfonnasi dapat mengungkap rahasia pribadi, 
meliputi: 
1) riwayat dan kondisi anggota keluarga; 
2) riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan 

fisik dan psikis seseorang; 
3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank 

seseorang; 
4) hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, 

intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; 
dan/atau 

5) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang 
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan 
satuan pendidikan non-formal. 

i) memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra 
Badan Publik, yang menur'ut sifatnya tidak termasuk rahasia 
pribadi dan dirahasiakan kecuali at.as putusan Komisi 
Jnformasi atau pengadilan. 

j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokan informasi yang 
dikecualikan, meliputi: 
a. ketat artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan 

harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan 
mengedepankan obyektivitas; 

b. terbatas artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada 
informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan 
kesewenangan; 

c. tidak mutlak artinya 
dikecualikan ketika 
menghendakinya; 

d. pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya yang 
mendasari penentuan suatu infonnasi hams dirahasiakan, apabila 
informasi tersebut dibuka; r.J 
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e. pengklasifikasian akses Informasi hams disertai pertimbangan 
tertulis tentang implikasi lnformasi dari sisi politik, ekonomi, sosial 
budaya, dan pertahanan keamanan; 

f. usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas, 
diajukan oleh PPID dan/ atau Badan Publik yang memiliki 
kemandirian dalam mengola kegiatan, anggaran, dan administrasi; 

g. penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan melalui 
rapat Tim Uji Konsekuensi. 

(3) Tahapan pendokumentasian Informasi, meliputi; 
a. deskripsi dan determinasi infonnasi, berupa ringkasan untuk 

masing-masingjenis informasi; 
b. vertifikasi informasi, sesuai dengan jenis kegiatannya; 
c. otentifikasl informasi, melalui validasi infonnasi oleh setiap satuan 

kerja; dan 
d. kodefikasi informasi, meliputi: 

I. untuk mempermudah pencarian informasi yang clibutuhkan; 
2. metode pengkodean clitentukan oleh PPID Utama; dan 
3. pcnataan dan penyimpanan informasi. 

Bagian Kedua 
Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik 

Pasal 17 

(!) DIDP paling rendah memuat: 
a. nomor; 
b. ringkasan isi informasi; 
c. pejabat atau unit/ satuan kerja yang menguasai informasi; 
d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; 
e. waktu dan tempat pembuatan informasi; 
f. bentuk infonnasi yang tersedia; dan 
g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. 

(2) DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan 
dimutakhirkan secara berkala oleh PPID utama dan PPID Pembantu 
untuk kemudian dipublikasikan dan hams diserahkan kepada 
perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah agar dapat dilestarikan 
dan disklasifikasi menjacli bahan pustaka. 

(3) Format DIOP sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tercantum dalam 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi 

Pasal 18 

( 1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lama 3 (tiga) 
bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir. 

(2) Salinan LLID Pemerintah Daerah sebagaimana dimasud pada ayat {I) 
disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi 
Pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing. f 
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(3) LLID, paling rendah memuat: 
a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Publik di Jingkungan Pemerintah Daerah; dan 
b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Publik, antara lain : 
1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Publik yang dimiliki beserta kondisinya; 
2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan lnformasi dan 

Dokumentasi Publik beserta kualisifikasinya; dan 
3. anggaran pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Publik serta 

laporan penggunaannya. 
c. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi : 

1. jumlah permohonan lnformasi Publik; 
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

lnformasi Publik dengan klasifikasi tertentu; 
3. jumlah permohonan lnformasi Publik yang dikabulkan baik 

sebagian atau seluruhnya; dan 
4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta 

alasannya. 
d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi : 

1. jumlah keberatan yang diterima; 
2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya; 
3. jumlah pennohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Infonnasi 

yangberwenang;dan 
4. basil mediasi dan/atau kcputusan ajudikasi Komisi Informasi 

yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan Publik, jumlah 
gugatan yang diajukan ke pengadilan dan pelaksanaannya oleh 
Badan Publik; 

e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan lnformasi 
dan Dokumentasi Publik; dan 

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan Informasi dan Dokumentasi. 

Pasal 19 
(1) LLID merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap 

saat. 
(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Publik 

dan disampaikan kepada atasan PPID. 
(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati 

oleh atasan PPIO 
(4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati 

sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintah Oaerah-,1 
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BAB IX 

PERMOHONAN INF'ORMASI DAN DOKUMENTASI 

Bagian Kesatu 
Pemohon Informasi 

Pasal 20 

Pemohon Informasi dan Dokurnentasi meliputi: 
a. perseorangan; 
b. kelompok masyarakat; 
c. lembaga swadaya masyarakat; 
d. organisasi masyarakat; 
e. partai politik; dan 
f. badan publik lainnya. 

Pasal 21 

Permohonan Jnformasi dan Ookurnentasi wajib memenuhi persyaratan : 

a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dan/atau peraturan perundang-undangan; 

b. mencantumkan alarnat dan nomor telepon yangjelas; 
c. menyampaikan secara jelas jenis Infonnasi dan Dokumentasi yang 

dibutuhkan; 
d. mencantumkan maksud dan tujuan pennohonan Informasi dan 

Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 
e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk 

memperoleh Informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan 
terbilang wajar. 

Bagian Kedua 
Mekanisme Permohonan lnfonnasi dan Ookumentasi 

Pasal 22 

( 1) Setiap permohonan Informasi dapat mengajukan permintaan untuk 
memperoleh Infonnasi dan Dokumentasi Publik baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis. 

(2) PPID utama dan/atau PPID pembantu dan/atau petugas infonnasi wajib 
mencatat permintaan Infonnasi dan Dokumentasi Publik baik yang 
diajukan tertulis maupun tidak tertulis. 

(3) PPID utama dan/atau PPID pembantu dan/atau petugas informasi wajib 
memberikan tanda bukti penerirnaan Informasi Publik berupa nomor 
pendaftaran pada saat permintaan diterima. 

(4) Jika permintaan disampaikan secara Iangsung atau melalui surat 
elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. 
PPID utama wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling 
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. 

(5) Isi pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara 
lain : 
a. informasi yang dim.in ta, berada di bawah penguasaannya atau tidal<; 
b. penerirnaan atau penolakan permintaan atau Jnfonnasi dengan 

alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; � 
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c. alat penyampaian dan format Informasi yang akan diberikan; 
dan/atau 

d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh lnformasi yang 
diminta. 

(6) Pemerintahan Daerah dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan 
pemberitahuan sebagaimana dimasud pada ayat (5), paling lama 7 
(tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. 

(7) PPID melalui Selcretariat PPID Utama dan atau PPID Pembantu 
memberikan layanan langsung dan/ atau layanan melalui media cetak 
dan elektronik, meliputi : 
a. layanan lnformasi secara langsung yaitu layanan lnformasi Publik 

yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat; dan 
b. layanan lnformasi melalui media baik online maupun cetak yaitu 

Informasi Publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala 
dilayani melalui website Pemerintah Daerah dan/atau media 
cetak/ elektronik yang tersedia. 

(8) Terkait dengan permasalahan teknis dokumentasi, seperti besaran 
volume, dimensi, dan kuantitas dari dokumen dan sebagainya, serta 
permasalahan teknis teknologi informasi, seperti kecepatan akses, 
keterbatasan bandwith, keamanan sistem, keberbatasan kapasitas 
hosting dan sebagainya, maka infonnasi melalui media online 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hurul b, dilakukan melalui website, 
surat elektronik dan forum, serta kotak: komentar, akan diberikan 
informasi atau dokumentasi yang bersifat ringkas dan/ atau rangkuman, 
sedangkan permintaan lebih lengkap dapat melalui permintaan tertulis 
baik surat tercetak (print-aut) ataupun melalui surat elektronik dengan 
mencantumkan fotokopi identitas diri/Kartu Tanda Penduduk, dengan 
disebutkan maksud dan tujuan perminta.an, serta jenis, atau cakupan 
informasi yang dimohon. 

(9) Untuk menjamin keamanan dan efektilitas layanan, permintaan 
Informasi Publik melalui surat elektronik atau e-mail akan dilayani, 
apabila pada hari yang sama pemohon melakukan konfirmasi dan 
verifikasi ulang mengenai informasi yang dimaksud melalui telepon atau 
pesan singkat, surat tertulis atau faksimili kepada PPID, sebagai tanda 
bukti pemohon wajib melampirkan status laporan (deliue,y report), 
kepada PPID. 

Bagian Ketiga 
Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik 

Pasal 23 
(I) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID Utama untuk mempermudah 

akses pelayanan lnformasi. 
(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 

sccara terintegrasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu.� 
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BABX 
KEBERATAN DAN SENGKETA !NFORMAS! 

Bagian Kesatu 
Pengajuan Keberatan 

Pasal 24 

(I) Setiap pemohon Inforrnasi Publik dapat mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada atasan PPJD berdasarkan alasan berikut: 
a. penolakan atas permintaan [nfonnasi berdasarkan alasan 

s_ebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) huruf b; 
b. tJdak tersedianya informasi dan diurnumkan secara berkala 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik; 

c. tidak ditanggapinya pennintaan Informasi; 
d. permintaan infonnasi tidak: ditanggapi sebagaimana yang dim.in ta; 
e. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 
r. penyampaian lnformasi melebihi waktu yang diatur dalam Undang- 

Undang keterbukaan lnformasi Publik. 
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, huruf c, huruf d, 

huruf e dan huruf f dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua 
belah pihak. 

Pasal 25 

(I) Keberatan diajukan oleh pemohon lnformasi dalam jangka waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (I). 

(2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh 
pemohon lnformasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. 

Bagian Ked ua 
Penyelesaian Keberatan lnformasi 

Pasal 26 
(I) Bupati melalui atasan PPID bersama Tim Pertimbangan dan Bidang 

Fasilitasi Sengketa lnfonnasi untuk mengupayakan penyelesaian 
sengketa Jnformasi. 

(2) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa lnformasi 
dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu 
terkait, Pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan 
pihak lain yang dipandang perlu. 

BABXI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 27 
Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Daerah dibebankan pada APBD. ?3 
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PENUTUP 

/ 
/ 

40 

M H. THORJG HUSLER 

Ditetapkan di Malili 
pada tanggal 17 Oktober 2017 

BUPATI LUWU TIMUR, 

PINA.;. KOMINFO KA.B \-UWU TIMUR 
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BERJTA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR 2017 NOMOR 

BAHRI SUL! 

Pasal 29 

BAB XIII 

Diundangkan di Malili 
padatanggal 17 Oktober 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 

BAB XII 

PELAPORAN 

Pasal 28 
(1) PPID Pembantu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengelolaan 

Informasi dan Dokumentasi di masing-masing SKPD kepada Bupati 
melalui PPID Utama dan Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID. 

(2) Adapun isi laporan pelaksanaan rugas PPID Pembantu, meliputi : 
a. jumlah Infonnasi Publik yang disediakan; 
b. jumlah permintaan informasi yang diterima; 
c. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan 

informasi; dan 
d. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, dan/atau 

alasan penolakan permintaan lnformasi dan Ookumentasi PubLik. 

Peraturan Bupati ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu 

Timur. 'I 
STEMPEL PARAF KOORD1NAS1 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR 
NOMOR 39 TAHUN 2017 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI 

STAl'IDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIX 

Nomor SOP 01 

PEMERINTAH KABUPATEN 
LUWUTIMUR 

Jl.SOEKARNO-HATTA 
Telp.(0474) 321005-321006 

MALI LI 

Tgl 
Pembuatan 
Tgl Revisi 
Tgl Efektif 
Disahkan 
oleh 

NamaSOP 
Penyusunan Daftar 

lnformasi dan 
Dokumentaal Publlk 

DASARHUKUM KUALlFlKASl PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Luwu Timur dan 
Kabupaten Mamuju Utara di 
Provinsi Sulawesi Selatan; 

2. Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 ten tang 
Keterbukaan lnformasi Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik; 

4. Peraturan Pemerintah 61 tahun 
2010 ten tang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 ten tang 
Keterbukaan Jnformasi Publik; 

5. Peraturan Komisi Jnformasi 
Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Standar Layanan lnformasi 
Publik; 

1. PPID Pembantu 
2. PPID Utama 
3. Atasan PPlD 

I.. 

T 



6. Peraturan Komisi Infonnasi 
Norn or 1 Tahun 2013 ten tang 
Prosedur Penyelesaian Sengketa 
lnformasi Publik; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 3 Tahun 2017 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan 
lnformasi Dan Dokumentasi 
Kementerian Dalam Negeri Dan 
Pemeri.ntahan Daerah. 

KETERKAITAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN 
l. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 
2. Term of Reference 
3. AJat Tulis Kantor 
4. Laptop/Notebook 
5. .Jarinean Internet 

PERJNGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Oisirnpan dalam bentuk softcopy dan 
hardcopy 
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LAMPIRAN U 
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR 
NOMOR 39 TAHUN 2017 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIX 

Nomor SOP 02 

PEMERINTAH KABUPATEN 
LUWUTIMUR 

JI.SOEKARNO-HATTA NO 
Telp.(0474) 321005-321006 

MA.LILI 

Tgl 
Pembuatan 
Tgl Revisi 
Tgl Efektif 
Disahkan 
oleh 

Nama SOP 
Pela ya nan 

Permohonan 
lnformaai Publllr: 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2003 tentang Pembentukan 1· 2. 
Kabupaten Luwu Timur dan 3. 
Kabupaten Mamuju Utara di 4. 
Provinsi Sulawesi Selatan; 5. 

2. Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 ten tang 
Keterbukaan lnformasi Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publilc; 

4. Peraturan Pemerintah 61 tahun 
2010 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 ten tang 
Keterbukaan lnformasi Publik; 

Pemohon lnformasi Pu blik 
Petugas Front Office Sekretariat PPID 
PPID Utama 
PPID Pembantu 
Atasan PPID 

5. Peraturan 
Nomor l 
Standar 
Publik; 

Layanan Informasi 

Komisi Informasi 
Tabun 2010 tentang 



6. Peraturan Komisi lnformasi 
Norn or l Tahun 2013 ten tang 
Prosedur Penyelesaian Sengketa 
lnformasi Publik; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Norn or 3 Tahun 2017 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan 
Jnfonnasi Dan Dokumentasi 
Kementerian Dalam Negeri Dan 
Pemerintahan Daerah. 

KETERKAITAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN 
l. Lembaran Kerja clan Rencana Kerja 
2. Term of Reference 
3. Alat Tulis Kantor 
4. Laptop/Notebook 
5. Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Oisimpan dalam bentuk soj!copy dan 
hardcopy 
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LAMPIRAN lll 
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR 
NOMOR 39 TAHUN 2017 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI 

STJI.NDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK 

Nomor SOP 03 

PEMERINTAH KABUPATEN 
LUWUTIMUR 

JI.SOEKARNO-HATTA 
Telp.(0474) 321005-321006 

MALILI 

Tgl 
Pembuatan 
Tgl Revisi 

Tgl Efektif 

Disahkanoleh 

Nama SOP Ujl Konsekuen.si 
lnfor:masi Publik 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

Pemohon lnformasi Publik 
Petugas Front Office Sekretariat PPID 
PPID Utama 
PPID Pembantu 
Atasan PPID 

Luwu Timur dan 
Ma.muju Utara di 

Kabupaten 
Kabupaten 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
l. 

2003 tentang Pembentukan 2. 
3. 
4. 
5. Provinsi Sulawesi Selatan; 

2. Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 ten tang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik; 

4. Peraturan Pemerintah 61 tahun 
2010 ten tang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 ten tang 
Keterbukaan Infonnasi Publik; 

Komisi lnformasi 
Tahun 2010 tentang 
Layanan lnformasi 

5. Peraturari 
Nornor 1 
Standar 
Publik; 

6. Peraturan Komisi Informasi 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Prosedur Penyelesaian Sengketa 
Informasi Publik; t.J '--���-'--������������, 



7. Peraturan Menteri Dal.am Negeri 
Nomor 3 Tahun 2017 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan 
lnformasi Dan Ookumentasi 
Kementerian Dalam Negeri Dan 
Pemerintahan Daerah. 

KETERKAJTAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN 
1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 
2. Term of Reference 
3. AJat Tulis Kantor 
4. Laptop/Notebook 
5. Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Disimpan dalam bentuk softcopy dan 
ha.rdcopy 



c 
0 .c 
0 
E 
� 

0 z 

- 

....._ 

- 

------.! 



c 
"" 0 a .c - ·- o ·- "' a "' 8 U'l \... as>.cauas::s-a @,!Si,o.f!m- - ..... ..c: ::s O 

'2.C§u.S5C ::s. - c u 
- 0."0 0 ....... al a. 

�§a 5 �m §' 
.i a a .c § ·;; .... .c . "' a -a ·= 
e.,.,·[".c"" "Eie" a ·;; ·c 5 ° e � 3 -a -8 ., · .,, ;; e- -a ] !:- E E .s _ ·� ·= 8 - ] § a. 8. '61, 

::E ·- " " " s � a " " a 'il " 'il " '"C 0.. a. 0. . - r/J a. -c -e - 

e.o ·oo ca :i iii " ,!, .c 
e-, E ·� � 
� � �i . 
0 - " 

�-§ [ 5 -� 
� e s-a 
� � \., 

o.c .... o� Ova:1-0 -- \.,-· -- 0 ;:::s -- {I) <ti {I) 0 ca a1 l":I bO e;, e B 
]"""' .2 al ..9 :a .5 . «i .5 . 

0 

- c " 0 �� ".c "" " 0 m 8 a iii " . 
'iii 8. >, ..,.c] " . ;;; c " "' " s e a s 
.c "' " '"Oava.a,s:::. e ·- a s a ns 8" 0 ._. � ..., 0 -- 

" " o m -� ::s !! 8 rJ E c. = e "jm�-a " .s O ..,;; � .:,: 
Cl iii:§ :SN a o �! i 
0: � � '2 0 C " " C C ·;;; -a a. "' ]50"�8.0" "' - e s s .ce- t:o .... o as -a g] e· ... scua19 >, 

u� a s s ,Ea§ 8 &. � · & s & � &.s · 
,i 



� 

·.; i � a a � - ] 
., 

� " " < 
!! Q. Q. z u u � 

"' ... ... ... Q - ] u a li " 
� 8 li "' "' "' .D .D ,. 

-e 'lib !,j � 
.. 

·; u "' "' :! � ... c c < " e " 8. 8. .. 
"' ... - § "' s a .. .. 
" - - :i: e " "' • 'lib "' 'lib 'lib .. 
0 ... 

� - u u Ill 
Q. ... ... 

j j a a 
,'!! ,'!! 

"' "' "' ., 
Q. Q. Q. Q. 
] ] ] ] 
"' "' "' "' u " " u -e -e -e -e c c c c u u u c 
6 8 e e ... ... ... "" a a a a c c c e 
" " " " 

0. - 0 "' Q. -a (/) a - ::l a " al '3 Q. 

� "' � I � 3: - 
ti, � a 
"' ] ] ] ] :a 
] .§ § .§ ! (/) (/) (/) 

·! 

Oo<>ll :a 
"' 
� 
" - " s, 

.. 
.J.. c I� 1; � .. N ""' e, 

. 
; a 

i 
" g 'ii 

11( 
c 

I ; l!l i.1 I ;') -· 



Oldd uwe:iv 
niueqwad Oldd 

ewe:in Oldd 
Oldd 1eµe1anps 00!.LJQ lUOJ,f se8n.iad 

>mqrld !SeWJOJUf uo4owad 

VNVS)IV13d ISV)l!,111Vn)I 

!StlWJOJUf U"BUUAtl'J reptreis 
llue:iua1 0101: un4e.1, ) JOWON 
!S13WJOJUJ !S!WO)I UB.JOl'B.Jdd ·g 

'.){!fqrld !StlWJOJUf U"Btl){nqJa)a)I 
8ue1ua1 8001: un4l'.L 
t,) JOWON lluepun--lluepun 
UBeU"eS>fB(dd 8UB"JUdl Q [Q("; 

ururei {9 l(�U!-JdWdd Ul3Jflll3Jdd "t, 

'.){!lqrld 
ueuele1ad 8u,nua1 6001: un4l'.1 
S1: JOWON lluepun-lluepun ·i:: 

'.>f!Jqrl.d !S13lll.JOJUJ UBln{OQ.Jdld)I 

lltre1ua1 8001: un4l'J, 
t,\ JOWON lltrepun-8uepun ·z; 

·g !tral'BJdS !SdM'BfnS !SU�O.Jd 
·i, !P e=n nfnwew ua1ednqe)I 
·i:: uep .mW!J, =n1 ua1ednqe)I 
· z; Ul!){n.Juaqwact 8u,nua1 1::001: 
· 1 

Vif1)1flH HVSVO 

un4'BJ, 1.. JOWON 8u-epun-�u-epun "T 

'lTl'llld 
JS811UOJUI Ulll-U:>qa}I 

uvuduvuad 
dOS "Wl!N 

l'll'lVW 
90011:i::-soo11:i:: (t>l t,Q)·d1a.1 

V.L.LVH-O�V)l30S
0

U' 
RllJIU.L IL!IUl'l 

.113.L V dllllVll HY .L.lllll:ilW:ild 

t,0 dOS JOWON 

lll'l8Ild ISVWHO,U.U .llV.LVll383ll .llV.llVO.llV.N:ild 

ancasoaa 'lV.NOISVll:ildO HVa.llV.I.S 

ISVJ,N3!Nn)l00 
NVO ISV!',R!OdNI NVNVAV13d NVO NVV10130N3d NVIN003d ONV.LN3.L 

l 101:; NnHV.L 6C HOINON 
HnINI.L llh\fl1 [.LVdn8 NVHn.LVH3d 

Al N'o'Hld!NV1 



fidoop.iUI../. 
uep fid=lfos >frQU.Ki urapap U'edW!$!0 

NVVJ.VON3d NVO NVJ.VJ.VON3d NVJ.V0Nlli3d 

13W31UJ tre8uµer ·s 
)(ooq»oN /do1d"'1 ·i, 
.lOlUlJ)I S!lf\J. lBJ\I ·c 

3:>UaJ3J3H JO W.l3.L ·i 
e!'.J3)1 8UB:>U3H trep e!'.J3)f tre.raq W3'"( · 1 

NVdV)l0N3'Rl3d/NVJ.V'!Vll3d dOS NVJ.JV)f�3J.3)! 

"t.f9..13BQ U8l{8l1J!-13W3d 

uea µa83N Wl3[l30 u11µ;ii:JU3W3){ 

!S'BlU3WID(O(J Ul!Q !Sl3W.l0JUJ 
tretrehe}3d trel3JOJ38U3d tr8WOP3d 
8mnua1 .I.TO?: Unt{B.L £ JOWON 
µa8aN we1ua µa1u-aw tre.1n:ae.1ad ·.1. 

!){!lqfld !S'eW.lOJUJ 
'Bl3�U� tre!1?53(3AU3d .lnp3So.Jd 
8Ul!1U01 CTO?: Unlf8.L t .lOWON 

!SEWJOJUJ !S!UJO)I Ul3JU1'8.i-d ·g 



-- 

D 
c -- 
0 "' .c .. ...- o e 
9..g 
� .5 

...... 
i� i§'��;§:a�:!:@ � i� ii ii§ ii iii" 

� -0 .. iii -e : Cl 'O VJ o :::, rn C �a..._ >, · 'ci' ... .. DE 0: »oo.c 0.. u e §Cl ll' -- .8 .8 -- e i ·;; ii o _g e .c ·c 'a ·c ·- .. o: 0.. 

» ., § -.;, E � i:l ii .g 'ii a '6l, i 5 � 8. : u u ; & ..9: s E ..,., ..,., e " c!9 �8.e�tliOC Uc "C :a o -- -0 u as ,2 ·- c ::, v, ..., u O • ..._ ll ..g :a o ca a Cl a .s .. .2ii:�'ii-�i�:S�s �] 0.. § .s ;; "ai' 0.. c 0: ""3So ..,. e .. :a O a. § ;j-·. g� " .. - ll ,2 � e .c 
-g § - � ·- 'a U • 0 8,.C"CO 

-- e - e :a - ., :E � a ,a " __ :a " o E .. � «s O · · ,2 .C - u ·- u "6l, E ... .c.-o ... �u �]Co..::.: � ii 8.o 3-a@ 8. 0.. u _80::l=as·- ..... 5 o u 

"' s s -""-- e�.c�s. -!� &: :::s ea. .o -"' '§] -.; .8!� .... � § "°z E &! I� :a 8. ·- u ,! ii . -- c �&:a� ,_ as E -Q.!t 5 'i3 2. -e 8.. .£ 
� 

..g .. -"' 
>, I 5 'il e >, .. -- - ii§ 1 s as <'ll 'c' ] 

e ii -� 9 ii e c.- 3 t a � .. � ., -"' 0.. < " a " ·2 o� �a-· '6"'-" S � .. � .. � a. ·2 e 
.c ·ar ..... 'ii' • :::s "' :::s ..... :::i ·.o .. >, -0 u u-"' u 
� "° i.' � "° 00s. e l:' e .. e -a c -.8" s e-� ea e 

C"i:.o;ccz u a -U u u u u u 8. e u 
U8,ui3 8_U oe] OU-0 :,; ..,., e -"' :,; -0 � :,; a. ..... 'O "C _._ >,t,,;;, ... -- 

0 

"' e- z - "' 



- 
..... _ 

D 

' - 



� 
:a a 

·;; "' "' a a i ] , , 
� 0. 0. • " " .. - .,. .,. .,. .. 

..8 " a a z 
§ • c s :a :a 0: 

"C e 
� ! � 

"lib ·a u .,. "' :i c c .. 
6 

, 8. 8. < s a: .. 
§ � :a N .. • � ... m � m � .. 

"lib e "lib "lib .. 
u u .l.l 2: .,. 0. -" 

� j :a j ] ,!i 
"' "' "' "' 0. 0. 0. 0. 
] ] ] ] 
"' • "' • u u u " "C "C "C "C c c c c u c " " 6 6 6 8 .,. .,. .,. .,. 
a a a a c c c c , , , , 

Q. � m 0 0. -a "' a - " a , 
"' .i , -a 0. 

� "' 'a -a 0. � ;!! Sb ::! s a 
m ] ] ] ] 'i3 
] § .§ .§ .§ 

"' "' "' "' .§ • 

OoolJ � a - ll 
" "' 

0£ 0:: 
t.l 

::, ..., 
(/J ::;: ::, 

!= :i: 
::, 0 
� � ::, 0 ..., 

:i: 
!= f- 

1f. 
::, ::, 
O'.l ::;: 

- • • .>' � l� ·- � ..., 

[ 
• 

� : 
i a 
:,: 

� � � .. 
I i I "' i I � 



�>(!IQ rld !Sew.JOJUJ 
e:13�U3$ tre�S::>(::>Au� .inp::>SO.lcf 

8ue1ua1 £I0l UTit{B.L T .JOtDON 
!S8W.IOJUJ !S!WO){ ue.1me.i;>d ·9 

:,rnq"d 

Oldd U13S13lV 
Ill ueqwod Oldd 

ewu1n Oldd 
Gldd 1eµel:).D(::>S 3:>WO JU0.1..-f se8n1ad 

>(rlqlld !Sl?W.JOJUJ UOl{OWad 

VNVS)IV13d ISV)l!dl1V0)1 

!SBw.JOJUI trntrnh91 .rnpUB1S 
8l.Jl:?lU:)) oroe unqe.1 T .JOWON 

!S'8W.JOJUJ !S!WO)I tre.J0:1"8.1:)d ·s 
!>fHqfld !sew.io1u1 mre>(nq.1a1a)I 

lhnnua, 800l unt{l'.L 
t, I .JOWON 8trepun-8uepun 
treBtreS)f8Jc>d 8tre)U31 QTQl 
UOtft?l 19 tfl?lUµ�w� tre.Jtt'fl:?Jc>d ·v 

:,mq"d 
uuuehat;,d 8tre1ua1 600l unqe.L 
Sz; .JOWON 8uepun-8uepun 'E 

!>f�Jqlld !SBWJOJUJ lllre'>(nq.1a1a)I 
8U1'1U01 800l Unt{l'.l 
t,t .IOWON 8trepU(1-8trepUf1 ·z; 

's �Ul3lBJa$ !S�Bf0$ !SU!AO.lcf 
·v !P BJelf1 nfnW13w u::>1ednql3)1 
T 
·i 
· 1 

!NO)IOH MVSVO 

trep .1nw1.L ru.\nt ua1ednqe)I 
tre>(O)U;»qW3d 8lr0JU31 £QQl 
unqe.1 l .JOWON 8trepun-8u-epun ·1 

JS'81IUOJDI 
111all(2nas JSWlRrs-4 dOS 1'W13N 

I'II'IVW 
900llC-SOOllC (t,Lvo)·dp.L 

V.L.LVH-Om!V)l30S'Ir 
llllWI.L !L\\Il'I 

.11:il.LVdOIIVll HV.L.l!IB:i!W:ild 

so dOS JOWON 

XI'IBOd ISVWllOil.111 V.L:il)I0.11:i!S ISV.LI'IISV.!I 

ancasoaa 'IV.l!OISVll:ildO llVQ.l!V.LS 

ISV.LN3 IN 0)!00 
NVO ISV-OdNI NVNVAV13d NVO NVV1013DN3d NVIN003d DNV.LN3.L 

L l oz NOHV.L 6C �OINON 
anxu l1/Af111.LVdf18 NVllO.LVll3d 

I\ =ld!NV1 



fldOOP,Ulj 
u-.p lidooifos )jrQU:>q urejep uedw!S!G 

NVV.LVON3d NVO NV.LV.LV:)N3d NV.LVON!H3d 

1awa1u1 �8uµ-er ·s 
)jooq3lON/do1d"1 •t, 
JOllrn)f S!lllJ. lU[V ·c 

a::,u;)JaJa"H JO uua.1 -� 
e!Ja)I 8Ulr.)Ua"H uep e!Ja)I uareqw� ·1 

NVdV)ION3,�3d/NV.LYI�3d dOS NV.LIVll�3.L3)1 

·qe.1aea uel{Bluµawad 
Ul!Q µa8aN werea uvµa1uawa>1 
;s'EJ'}U3UITUf00 Ul!Q !Sl3UUOJU1 

U'BU'8Aet3cf uuu101a8u� uewop;)d 
8U'BlOdl l!Oi unqeJ, £ JOWON 

µ�aN merea µ31u.>w UlUnl'BJ3d 'l 



·- .. § § - 
o .Q rn 

>< .5 



� 

'- ... 

-- 

- 

·- -vi ·i;; -vi c al § a • a a ., a "' a1--a1QJ>. 

E "'s e§eii·'ii �a< 'E�'E:, "C� 

·- " - _.gaee . ., s s �s&:8 0. -e ., ., QJ -0 -- -- B:: 
� 0. ,.!:(ccUJrn � • J;! �g.·e al� -a �- •"'�E S"' 
� � - Cl) aa<·z:i 

e � a ".. . 
o. E ·� a i:: 5 ; § ·� 

·;; ..:ii: UJ-0 c, e 
.£ v::1 ·- a;al 

,!;! e - -=ii'. e ·a ::8 • o "' a -- �--6 � � s .g 5 
"' "' . ·- � "' .!:!; \.., fS "' - " 0. al ·i;; 0 

0. "sie ""'"' o.� . >,• ·i 5] � 0 • Cl 
8 u c- e .c .« Oil! 8 

·- 8 QJ 0.. �,i:'.'Bct"' o.�. 
.... "'0. - -a10.o... 

"' "' 

� • 
� � "' .. 

·;; a a z 
. !, , • 

"' 
, , D 

.c " -a • 0. 0. 

"' • u 8 " "' "' "' • • a a " .,, 
§ .. a "' "' � ., .,, .,, 

-e "61, I I .. 
] • .. 

"' .. , e c .. 
e , • 0 .. • 0. 0. :t � 
§ ., § § � "' ., • ., • '61, "' '61, '61, 0 • " • J;! "' 0. "' a a a a 
� � � � 
"' "' "' "' 0. 0. 0. 0. 

] ] ] ] 
"' "' "' "' • • • • -e -c -c -e 
e " c c • • • • a 8 e 8 

"' "' "' "' a a .a .a 
e " " " " , , , 

0. � 
0 

., 
0. -a rJJ a 

" a , ::! 
'ii , -a 

0. 

a "' -a '@ 0. � -.; 
:I.:! 0 a "' cc 

.� 2 0 0 0 
-e .,, .,, .,, 
0 e § § § .,, cii rJJ rJJ rJJ 
§ 
"' t oooJJ e • � • "' 

C< 

"' Ct; - - :,: 
0 

\J ::. 

� 
I-< c 

..l' � ; """ 
� 

- ; "' ... ,. 
2 
l'. 
E 

� 
! 

i I 11 I � ;: 

����------------------ ....... 



0 z 


